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TENTANG

PERUBNIAIT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNTIR LAMPUNG
ITOMOR z Gl664lv.L9llt,If.l202l TEIITAIIG PEMBEI{TIKAN TIM PEIffiTSUN

RTNCANA ZOITASI WILAYAII PESISIR DAN PT'LAU-PT'LAU KECIL
PROVIITSI LA}IPUITG

Menimbang

GI'BERIYT'R L/IMPUIIG,

a. bahwa dalam rangka penyusunan materi teknis muatan perairan
pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berupa
dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Zlr:.nasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Keputusan Gubernur Nomor
: G/6641V.19/HK/2O21 tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rencana T,onasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur
Jabatan Strultural ke Jabatan Fungsional, perlu mengubah nama
jabatan susunan personalia tim yang tercantum dalam la.mpiran
Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G 1664 /V.19 lHKl2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran
Keputusan Gubernur l,ampung Nomor : G/664/V.19/HKl2O2l
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tnnasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang CiPta Keda;

3. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Ke{a;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan a,ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keq'a;

Mengingat
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keda;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang I-aut;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana 7-onasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Lampung Tahun 20f8-2038;

12. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
l,ampung;

MEMUTUSKAI{:

XEPUTUSAIT GI'BERIYT'R TEIITANG PERT'BAHAN ATAS LAMPIRAIT
XEPUTUSAN GITBERNIR LIIIIPUIIG NOMOR : Gl664lV.l9l
HT<I2O2L TEI{TAI{G PEilBEI{TT'KAIT TI}I PEITN'SUN RTITCANA
ZOI{ASI WII,AYAII PESISIR DAII PI'LAU-PT'LAU KDCIL
PROVNSI LAMPIMG.

Mengubah La-mpiran Keputusan Gubernur la.mpung Nomor :

c 1664lV.l9 IHK/2O21 tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Tnnasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Prorrinsi
Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini.
Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Gubernur t ampung
Nomor : G /66a1V.19 /HKl2O2l tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rencana 7-onasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal }{- B- 2022

GT'BER"ITT'R LAMPUNG,

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. lnspektur Provinsi l,ampung di Bandar Lampung;
S. ["i"f" Badan Pengelolaan ieuangat gq Aryt Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

O. r"i"f. ei." Huku; Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di'lelukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : Gl tll
TANGGAL:

lv.r9lHKl2022- ,j 2022

SUSUITAIT PERSOI{ALIA TIU PEITYUSUil REITCAI{A ZOI{ASI WILAYAH PFSISIR
DAN PULAU.PT'LI\U KECIL PRO\rINSI LAMPUNG

I.

II.

III.

IV.

Pengarah

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Sekretaris Daerah Provinsi lampung

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi lampung

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
la.mpung
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung

1. Komandan Pangkalan TNI Angkatan l,aut t ampung
2. KepaTa Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi

L,ampung
3. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Provinsi l"ampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

La.mpung
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi l,ampung
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi

Lampung
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi la.mpung
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

[,ampung
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi l,ampung
11. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang l,aut Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi LamPung
12. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prouinsi t ampung

13. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi lampung

14. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Lampung

15. Reanggun Bahiki, S.Pi. (Fungsional Pengelola Ekosistem
ta.ut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi tampung)

16. Philosofia Amela, S.Pi., M.Si (Fungsional Pengelola
Ekosistem l,aut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi l.amPung)

17. Dalail, S.Ag., M.T.A (Fungsional Pengelola Ekosistem Laut
dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi l,ampung]

18. Unsur Perguruan Tinggi Universitas Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUITAIDI


